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PENETAPAN
Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:
Lamhot Ernita Tampubolon, tempat lahir P.Siantar, tanggal lahir
30 Mei 1987, usia 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat
Jalan H.Nausin Bananas Residence | Blok B4, Rt.012, Rw.005,
Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Cantika Maharani,S.H. dan
Njuansen Lingga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor Advokat CANTIKA MAHARANI,S.H. & REKAN
yang beralamat di Jalan Amarilis IV, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 25 Oktober 2024 vyang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:
1714/SK/2024/PN Bks tertanggal 31 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah pula mendengar secara lisan permohonan pencabutan perkara
yang diajukan oleh Pemohon;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal

27 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada tanggal 29 Oktober 2024, dalam Register Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks,

telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang istri yang sah dari suami yang Bernama
JUNUS SIBATUARA yang menikah pada tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan
Kutipan Akta Perkawinan nomor 353/CS/K/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 12 Maret 2012;

2. Bahwa PEMOHON dan suami selama pernikahan di karuniai 1 (satu) orang

anak yang bernama:
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MICHELIA ANASTASYA SIBATUARA, Perempuan, usia 10 tahun, lahir di
Bekasi pada tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran
nomor 347030-LT-12012015-0190 tanggal 12 Januari 2015, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa Suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari
2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30042024-0030
Tanggal 03 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi
tanggal 03 Mei 2024;

4. Bahwa atas meninggal nya suami PEMOHON maka terdapat harta
peninggalan yang ditinggalkan untuk ahli warisnya yakni 1(satu) orang isteri
dan 1 (satu) orang anak berdasarkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris
yang dibuat tanggal 13 Mei 2024 yang bernama;

a) Lamhot Ernita Tampubolon, Perempuan, Usia 37 tahun, lahir di P.
Siantar pada tanggal 30-05-1987;

b) Michelia Anastasya Sibatuara, Perempuan, Usia 10 tahun, lahir di
Bekasi pada tanggal 20-05-2014;

5. Bahwa dari ahli waris tersebut terdapat anak Pemohon Bernama MICHELIA
ANASTASYA SIBATUARA yang masih dibawah umur dan belum cakap
hukum untuk bertindak atas diri sendiri guna melakukan suatu tindakan
hukum;

6. Bahwa permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk keperluan PEMOHON
mewakili anak PEMOHON yang masih dibawah umur guna kepentingan

menjual asset peninggalan almarhum Bersama dengan PEMOHON;

7. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON menjual asset peninggalan almarhum
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama dengan anaknya;

8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonan PEMOHON juga akan
mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan
datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

Permohonan ini.
Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut

diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk
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berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan

memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1) Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2) Menetapkan PEMOHON (LAMHOT ERNITA TAMPUBOLON) sebagai wali
yang sah dari anak MICHELIA ANASTASYA SIBATUARA , Perempuan,
usia 10 tahun, lahir di Bekasi , pada tanggal 20 Mei 2014, serta memberi izin
kepada PEMOHON guna mewakili kepentingan anak PEMOHON yang
belum dewasa tersebut untuk menerima/menjual/memindahtangankan harta
peninggalan suami PEMOHON (JUNUS SIBATUARA) ;

3) Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang
seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan pada hari Selasa, tanggal
5 November 2024;

Menimbang, bahwa  setelah  Pemohon  membacakan  surat
permohonannya, Pemohon menyatakan secara lisan pencabutan Perkara
Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, pada tanggal 5 November 2024, dengan alasan
akan memperbaiki dan melengkapi dokumen permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut
beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan
perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut
dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi
untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, dari
dalam buku register;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan
Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya

sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;
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Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Ry, serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata
Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks, dinyatakan dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencoret Perkara
Permohonan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks dari dalam buku register;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024,
oleh kami Dr.Istigomah Berawi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri
Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Bekasi Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 29 Oktober 2024, penetapan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ginanda Fatwasari, S.H., Dr.Istigomah Berawi, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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